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ABSTRACT
FSA  function  organized  system  of  regulation  and  supervision  is  integrated  to  the  overall activities in the financial services sector. Under the provisions of the FSA's how it should be more involved in regulated and supervised by LKS. In carrying out its functions and authority for this, the FSA has been shown in practice to provide protection for consumers (customers), particularly related to the function of regulation and supervision systems in increasing of partnerships between LKS and customers, but not optimal. Even the authority of the FSA in growing Syariah Compliance for LKS felt still lacking. This study aimed to describe about the effectiveness of the supervision of the Financial Services Authority (FSA) in the contract manufacturing of sharia in Islamic Financial Institutions in Indonesia? Some of the theories and concepts used to analyze this research that the concept of effective law enforcement by Soerjono Soekanto and Responsive Law Theory of Nonet and Selznick. This study is a socio-legal or juridical empirical research, using qualitative analysis and approach to philosophical, historical, and juridical. The results of this study is that the effectiveness of the supervision of the Financial Services Authority (FSA) in the manufacture of the contract sharia in Islamic Financial Institutions in  Indonesia by implementing the five factors  of law enforcement by Soerjono Soekanto the laws (rules), law enforcement, facility / facilities dam infrastructure, community and culture. In order FSA still authoritative in mengakkan sharia compliance for businesses of sharia in the LKS must menerapakan four ways to obey the law (coercieve, persuasion, pervasion and compulsion) as we constantly strive to develop legal awareness by educating business people sharia in LKS and to society observers and islamic business enthusiasts. Renewal of the law in the development of the Financial Services Authority in Indonesia is to enhance the substantive content of the FSA Act. Several articles in question include Article 1 paragraph 1, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8 letter a and b, Article 37 Article 55, Article 55, Article 64, Article
65 and Article 66 of Law FSA should be deleted or revised and synchronized with the legislation that exists. Consequently some of the article will be deleted after the Court's decision and is not

binding. Need improvement and synchronization and synergy between institutions, especially in law enforcement in the practice of resolving disputes between agencies FSA.
Keywords: Effectiveness, Law Reform, Monitoring FSA, Akad Sharia, Islamic Financial
Institutions.
ABSTRAK
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya OJK lebih berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan LKS. Di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya selama ini, OJK sudah tampak dalam praktiknya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen (nasabah), khususnya terkait dengan fungsi sistem pengaturan dan pengawasannya  dalam  meningkatkan  kemintraan  antara  LKS  dan  nasabah,  namun  belum optimal. Bahkan wibawa OJK dalam menumbuhkan Syariah Compliance bagi LKS dirasakan masih  kurang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  tentang  efektifitas  pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan akad syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia? Beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Konsep efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Responsive dari Nonet dan Selznick. Penelitian ini merupakan socio-legal research atau yuridis empiris, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan filosofis, historis, dan yuridis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam  pembuatan  akad  syariah  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  dengan menerapkan kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum (peraturannya), penegak hukumnya, fasilitas/sarana dam prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Agar OJK tetap berwibawa dalam mengakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di LKS harus menerapakan keempat cara mentaati hukum (coercieve, persuasion, pervasion dan compulsion) serta terus  berupaya  membangun  kesadaran  hukum  dengan  melakukan  edukasi kepada para pelaku bisnis syariah di LKS maupun kepada masyarakat pemerhati dan peminat bisnis syariah. Pembaharuan hukum dalam pengembangan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah dengan menyempurnakan substansi isi dari UU OJK. Beberapa pasal dimaksud antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 37 Pasal 55, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK seharusnya dihapus atau direvisi dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsekuensinya beberapa pasal tersebut nantinya setelah ada keputusan MK dihapus dan tidak mengikat. Perlu penyempurnaan dan sinkronisasi serta bersinergi antar lembaga yang ada khususnya dalam penegakan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa antar lembaga OJK.
Kata   Kunci:   Efektifitas,   Pembaharuan   Hukum,   Pengawasan   OJK,   Akad   Syariah, Lembaga Keuangan Syariah.

A.  Latar Belakang Masalah
Keberadaan lembaga keuangan syariah (LKS) di dalam kehidupan masyarakat sangat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia di bidang ekonomi, namun kebutuhan manusia di bidang ekonomipun harus diiringi dengan kepastian hukum yang adil agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu tampak jelas adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Bidang hukum dan ekonomi dalam kehidupan berkaitan erat satu sama lain bahkan terangkai dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Sistem hukum sebagai perwujudan dari sistem ekonomi, demikian pula sebaliknya, sistem ekonomi suatu bangsa akan tercermin dalam sistem
hukumnya1.  Industri  lembaga  keuangan  syariah  semakin  berkembang  sejak  diterbitkannya
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989  tentang  Peradilan  Agama,  namun  dalam  implementasinya  memerlukan  dukungan  atas sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.
Kepastian  hukum  terwujud  setelah  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor
93/PUU-X/2012  yang  mengembalikan  kompetensi  absolut  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah ke Peradilan Agama. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012, disatu sisi,   terdapat kepastian hukum namun disisi yang lainnya terdapat ketidakadilan dan ketidakmanfaatan sebagai salah satu dampak dari Putusan MK tersebut di atas. Kepastian hukum penting untuk menjaga sustainability pertumbuhan industri LKS serta bagi pengembangan, produk, pengelolaan risiko dan efisiensi bank.  Salah satu hal yang penting (urgent) saat ini dan memerlukan konsentrasi pemikiran bagi para pengelola LKS terkait dengan sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif, efisien dan adil. Urgensi tersebut memerlukan perhatian terutama pasca Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29
Agustus 2013, terkait dengan pengujian atas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah). Berdasarkan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengembalikan kompetensi penyelesaian
1  Satjipto Rahardjo, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan
Lintas Disiplin), Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 102.

sengketa  perbankan  syariah  kepada  Peradilan  Agama2.  Hal  ini  memberikan  korelasi  positif bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan   syariah berada di Pengadilan Agama.
Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 membawa konsekuensi akan adanya revisi terhadap UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah) dan peraturan pelaksanaannya serta penyesuaian proses penyelesaian sengketanya. Konsekuensi lainnya adalah perlunya kesiapan Lembaga Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan MK tersebut dan kesiapan sumberdaya manusia (SDM) baik Hakim, Panitera dan Juru Sita yang memahami hukum materiil dan formil LKS. Disamping itu kemampuan untuk memahami  sistem  hukum  dan  peradilan  dalam  penyelesaian  kasus  yang  timbul.  Di  dalam Putusan  MK  tersebut  memberikan konsekuensi  bahwa selain  penyelesaian  sengketa  melalui Peradilan Agama, dimungkinkan penyelesaian melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu Negosiasi, Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi yang diserahkan kepada para pihak uang dituangkan dalam akad pembiayaannya.
Penentuan lembaga sebagai tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dituangkan  dalam  akad  pembiayaan  yang  menjadi  sumber  hukum  dalam  perikatan  antara Shahibul Maal (bank syariah) dan Mudharibnya (nasabah). Pasca Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan berdasarkan Asas Resjudicata Provaritate Habertur, seharusnya pihak bank syariah dalam membuat akad pembiayaan syariah menentukan pilihan tempat penyelesaian sengketanya melalui Musyawarah Mufakat (Negosiasi), Mediasi, Arbitrase Syariah (berdasarkan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) atau Komsiliasi dan Peradilan Agama. Namun dalam praktiknya pasca Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 93/PUU-X/2012 hingga akhir Januari 2016 berdasarkan hasil penelitian   di   lapangan   masih   ada   akad   pembiayaan   syariah   yang   menentukan   pilihan penyelesaian sengketanya melalui Peradilan Negeri. Bahkan belum adanya stadar format baku
dalam penulisan klausula dalam pasal yang menentukan tempat penyelesaian sengketanya. Hal
2 Ro’fah Setyowati, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, Call for Paper pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November, hlm.
917.

ini dapat menimbulkan inkonsistensi proses penegakan hukum dan menimbulkan permasalahan dalam aplikasi akad syariahnya. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi para praktisi LKS, Akademisi bahkan para Notaris, pihak manakah yang berwenang untuk melakukan pengawasan tentang kebenaran akad pembiayaan syariah yang akan ditawarkan kepada   masyarakat.   Hal   tersebut   mendorong   penulis   untuk   menemukan   solusi   dengan menelusuri peraturan perundangan yang ada.
Berdasarkan Pasal 4 - 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis dengan UU OJK)   terdapat pengaturan mengenai tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK. Di dalam pasal tersebut sudah jelas diatur tentang fungsi OJK sebagaimana didasarkan pada Pasal 5 UU OJK yang menyebutkan: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Berdasarkan isi dari ketentuan inilah seharusnya OJK lebih berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan LKS.
Di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya selama ini, OJK sudah tampak dalam praktiknya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen (nasabah), khususnya terkait dengan fungsi sistem pengaturan dan pengawasannya dalam meningkatkan kemintraan antara LKS dan nasabah, namun belum optimal. Bahkan wibawa OJK dalam menumbuhkan Syariah Compliance bagi LKS dirasakan masih kurang. Berdasarkan temuan yang ada dalam uraian di atas maka penulis tertarik untuk memaparkan tentang bagaimanakah Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pembuatan Akad Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia?
B.Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu melalui pendekatan dengan meneliti data primer yang didukung oleh data sekunder. Penelitian dilakukan dari faktor yuridis terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan yaitu  ke  OJK  Jakarta,  BNI Syariah,  Bank  Muamalat,  Sinar  Mas  (Asuransi  Syariah),  AXA Syariah Mandiri.

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif3    dengan  pendekatan  Socio  Legal Research4. Pendekatan “socio legal research“ dipilih untuk menjelaskan kelindan antara masalah hukum dan non hukum dan memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial yang digunakan untuk membantu mengkaji masalah implementasi pengaturan di masyarakat. Studi socio legal adalah
suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum, kata “socio“ dalam socio legal studies merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (an interface with  a  context  within which law  exists).  Itulah  sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian kepada sosiologi atau ilmu sosial semata, melainkan juga
fokus terhadap hukum dan studi hukum.5
Pendekatan dalam penelitian ini termasuk di dalamnya pendekatan undang undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep (filsafat) akan digunakan secara berkesinambungan dan saling terkait agar dapat diperoleh data yang selanjutnya bisa dikaji, dianalisis dan diinterprestasikan sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian
ini.
3Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana  sasaran kajian penelitiannya adalah gejala gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh serta holistik atau sistemik, pentingnya konteks dari gejala gejala yang diamati. Selain itu satuan satuan individual tidak dipilah pilahataupun diklasifikasi dalam variable variable. Satuan individual dari gejala diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistemnya, bertingkat dan berada dalam hubungan horisontal maupun vertikal. Tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung,
2007, hlm. 5
4Ada 2 aspek dalam pendekatan Socio Legal Research. Pertama aspek Legal Research yaitu obyek penelitian berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan, dan yang kedua sosio research  yaitu digunakannya metode dan teori ilmu ilmu sosial terkait dengan hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.Lihat juga dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengatakan bahwa socio legal research merupakan bagian dari penelitian hukum dengan istilah “ Fundammental Research “. Lihat Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Pyramont NWS, 2002, hlm. 9-10.
5  Banakar dan Travers dalam Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan
Implikasi Metodologisnya, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 3.

C. Efektifitas  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Pembuatan  Akad
Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
Terkait dengan efektifitas dan pembaharuan hukum  yang saat ini sedang aktual dan hangat dibicarakan dikalangan para ahli hukum dan para ekonom adalah tentang efektifitas dan pembaharuan  di  bidang  ekonomi,  khususnya  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya ditulis OJK). Penulis mengamati perlunya membahas tentang pembaharuan hukum dalam bidang ekonomi, khususnya Lembaga OJK, karena bidang ini merupakan salah satu bidang ekonomi yang sangat diperlukan dalam mengembangkan LKS baik bank syariah maupun non bank. Perlunya pengembangan lembaga OJK karena lembaga yang mulai beroperasi ini, sejak diberlakukan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK) mulai diperbincangkan, khusunya bagi mereka yang bergerak di bidang industri jasa keuangan.
OJK  yang  baru  terbentuk  pada  tahun  2011  lalu  lahir,  dengan  pertimbangan  karena didasari kekecewaan masyarakat atas gagalnya Bank Indonesia (BI) dalam mengelola dan mengawasi perbankan. Adanya Skandal Kredit Likuiditas BI (KLBI) dan Bantuan Likuditas BI (BLBI) serta yang paling terakhir adalah adanya Skandal Bank Century (kini Bank Mutiara), merupakan  contoh  kegagalan  BI  dalam  mengelola  dan  mengawasi  perbankan.  Selain  hal tersebut, alasan lain pendirian OJK adalah adanya trauma buruk krisis pada tahun 1998, yang mengajarkan kepada masyarakat bahwa kerusakan yang terjadi pada industri perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia, ternyata juga menjalar ke sektor keuangan lain seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lain, yang berada di bawah otoritas Kementerian Keuangan.
Beberapa alasan tersebut yang kemudian oleh pemerintah dengan segala upayanya menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis OJK). OJK sejak tahun 2013 bertugas mengelola dan mengawasi sektor keuangan, seperti  pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Pada 2014, tugasnya bertambah menjadi pengelola dan pengawas sektor perbankan.
Salah satu dasar hukum keberadaan OJK adalah Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor
23 Tahun 1999 tetang   Bank Indonesia juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU BI),   yang menentukan tugas mengawasi  bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank,… dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI ini menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (supervisory board), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan berkoordinasi dengan BI.
Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK (Pasal 9 huruf c UU OJK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU OJK,  ditegaskan bahwa OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan  dalam  amanat  Pasal  34  ayat  (1)  UU  BI,  wewenangnya  adalah  mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Bahkan berdasarkan Pasal 8 huruf a dan b UU OJK menyebutkan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini dan menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.   Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam UU OJK tampak menjadikan OJK sebagai lembaga super body bukan supervisory board sebagaimana amanat dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI. Hal ini mencerminkan bahwa isi UU OJK tidak sesuai dengan amanah semula yang diharapkan sebagai dewan pengawas (supervisory board) bahkan melampaui kewenangan yang seharusnya untuk OJK.
Keberadaan UU OJK ini, selain seperti yang telah disebutkan di atas,  dinilai beberapa praktisi hukum dan tim pembela ekonomi bangsa, bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 D dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selain itu menurut tim pembela ekonomi bangsa, yang terdiri atas Salamuddin, Ahmad Suryono dan Ahmad Irwandi Lubis, keberadaan UU OJK telah merugikan hak-hak konstitusionalnya atau berpotensi merugikan yaitu dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37 Pasal 55, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK. Tim pembela ekonomi bangsa, dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas kemudian

mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK). Dalam hal ini sebagai pemohon judicial review, juga mengajukan permohonan provisi, yakni putusan sela agar MK menonaktifkan OJK selama proses persidangan berjalan hingga putusan diberikan. Untuk persoalan di atas setelah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2015 permohonan Judicial Review oleh para pemohon ditolak Majelis Panel Hakim.
Konsekuensi penolakan terhadap Judicial Review atas UU OJK tersebut maka saat ini yang  terpenting  adalah  bagaimana  agar  keberadaan  UU  OJK  bisa  lebih  efektif  dalam memberikan dukungan terhadap OJK di dalam menjalankan fungsi pengatiran dan pengawasan terhadap LKS khususnya dalam memberikan perlidingan bagi konsumen. Dalam hal ini bagi nasabah. Agar Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dan UU OJK efektif maka dapat merujuk pendapat dari Soerjono Soekanto tentang efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,
untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup6.  Ruang
lingkup penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement saja, akan tetapi juga peace maintenance. Menurut hemat penulis bahwa OJK dalam hal ini juga dapat berperan dalam melakukan penegakan hukum dimaksud. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum akan diuraikan secara sistematis, antara lain:
1.   Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang dalam arti materiil saja.
2.   Faktor   penegak   hukum,   yaitu   pihak-pihak   yang   membentuk   maupun   yang menerapkan hukum.
3.   Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.   Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.   Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor yang telah disebutkan di atas saling berkaitan yang dapat dilihat dalam kerangka konsep pada bagian awal dari narasi ini. Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan
hukum dan sekaligus merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
6  Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo, Persada, hlm. 5.

Untuk efektifitas penegakan hukum di OJK selain kelima faktor tersebut maka diperlukan pula penerapan 4 (empat) cara agar setiap pihak dapat mentaati hukum dan perlu membangung kesadaran hukum. Adapun 4 cara agar setiap pihak mentaati hukum yang ada, termasuk dalam
pembuatan akad pembiayaan syariah di LKS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
	No.
	Cara Agar Masyarakat
Mentaati Hukum
	Tujuan
	Wujud Sikap
Masyarakat
	Dampak

	1.
	Mengetengahkan sanksi-
sanksi     negatif     yang berwujud (coercive)
	Ada             hukuman
apabila            hukum dilanggar
	Ketaatan semu
	Masyarakat      taat
saat ada petugas

	2.
	Mengetengahkan
dengan      cara      lunak
(persuasion)
	Agar                warga
masyarakat      secara mantap    mengetahui
dan           memahami
hukum
	Ada     persesuaian
dengan   nilai-nilai yang   dianut   oleh
warga masyarakat
	Masyarakat    akan
taat     dan     patuh pada hukumnya

	3.
	Mengadakan
penerangan               dan penyuluhan             yang
dilakukan  berulang  kali
(pervasion)
	Agar        masyarakat
sangant    memahami terhadap hukumnya
	Mendorong   sikap
mentaati           dan melaksanakannya
	Menimbulkan
suatu penghargaan tertentu    terhadap
hukum

	4.
	Menyudutkan       warga
masyarakat
(compulsion)
	Warga     masyarakat
tidak punya pilihan lain untuk mematuhi hukum
	Diciptakan   situasi
tertentu
	Warga masyarakat
terpaksa
melakukan      atau tidak     melakukan
sesuatu.


Beberapa cara yang dipaparkan di atas dimaksudkan agar masyarakat sadar hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil.  Kesadaran  bahwa  dalam  situasi  tertentu  orang  seyogyanya  berperilaku  atau  tidak berperilaku dengan  cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum  pribadi. Melalui interaksi antar sesame manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan  perasaan  tentang  apa  yang  dirasakan  adil  atau  tidak  adil.  Tentang  apa  yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situsi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan

adil  dan  perlu  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  dan  dengan  itu  terbentuklah
kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat7.
Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum didasari  oleh  indoctrination,  habituation,  utility  dan  group  identification.  Proses  itu  terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan terdapat indikator kesadaran hukum masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku
hukum8.
Beberapa persoalan yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tentunya tidak akan dibiarkan menjamur dan berkembang di Indonesia. Perlu kepedulian untuk mencari solusi dalam mengatasi beberapa persoalan yang telah mengemuka yang berpengaruh pada penurunan daya saing bangsa dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam pembahasan makalah ini  akan  ditekankan  dengan  melakukan  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  nasional  di
bidang hukum ekonomi, khususnya lembaga OJK. Barda Nawawi9, menyebutkan dalam pidato
pengukuhan guru besarnya bahwa untuk melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia diperlukan empat komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) Komponen aparat penegak hukum, (3) Komponen kesadaran  hukum  masyarakat  dan  (4) Komponen  pendidikan  hukum,  khususnya  pendidikan tinggi hukum.
Berdasarkan komponen yang pertama dalam pembagunan dan pembaharuan di bidang hukum  ekonomi  adalah  komponen  norma  hukum  dan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini tampak jelas adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi, sistem hukum sebagai
perwujudan dari sistem ekonomi. Demikian pula sebaliknya, sistem ekonomi suatu bangsa akan
7   Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum
Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 8-9.
8 Saifullah, 2010, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 105-106.
9 Barda Nawawi Arief, TT, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong
Generasi Baru, Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: FH Undip., hlm.
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tercermin dalam sistem hukumnya10. Khusus terkait dengan keberadaan lembaga OJK maka berdasarkan uraian terdahulu, keberadaan OJK merupakan mandat yuridis dari Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia, dimana dinyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan  yang independen, dan dibentuk dengan Undang- undang”. Hal ini telah ada sejak tahun 1999.   Berdasarkan sejarah perekonomian Indonesia, mandat yuridis tersebut merupakan rencana besar (Internasional Monetery Fund (IMF), sebagai bagian dari paket kerjasama dengan Indonesia, dimana IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga yang terpisah dari Departemen Keuangan dan Bank Sentral. Diharapkan lembaga tersebut, dapat menyiapkan industri perbankan  nasional agar mampu  menjadi pelaku global dengan  inspirasi  (Financial  Supervisory  Agency  (FSA)  di  Inggris,  yang  dikemudian  hari diketahui bahwa FSA gagal total dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Bahwa  dengan  diundangkannya  UU  OJK,  kemudian  independensi  OJK  ditunjukkan secara tegas melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dimana disebutkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Frase “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak menemukan keterkaitannya dalam konsiderans UU OJK, dimana UU OJK mendasarkan salah satunya pada Pasal 33 UUD 1945. Pertentangan ini akan jelas nampak jika Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
Bahkan jika konsiderans yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi  “Perekenomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, frase “independen” tidak menemukan induknya. Konsiderans UU OJK yang menggunakan Pasal
33 UUD 1945 sebagai cantolan mengharuskan OJK terintegrasi dengan sistem perekenomian
yang diamanatkan konstitusi, sehingga tidak mungkin independen dan bebas dari campur tangan
10  Satjipto Rahardjo, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan
Lintas Disiplin), Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 102.

pihak lain. Oleh karena itu independensi OJK menjadi pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa independensi itu dibuat?
Bahwa independen hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 23 D UUD 1945, dimana dapat dimungkinkan adanya Bank Sentral yang independen. Namun entitas OJK bukan turunan dan/atau lembaga operasional dari fungsi dan tugas Bank Sentral, dimana juga OJK mencakup tugas Bapepam,  Lembaga Keuangan, sehingga frase  “independen”  bertentangan  dengan  Pasal  33  UUD  1945.  Fungsi  pengawasan  dan pengaturan bank, sejatinya merupakan tugas konstitusional Bank  Indonesia  yang diturunkan langsung  dari  ketentuan  Pasal  23  D  UUD  1945,  yang  diatur  melalui  UU  Bank  Indonesia, sehingga Bank Indonesia lebih memiliki landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank.
Keberadaan OJK kemudian merangkum fungsi, tugas, kewenangan dan institusi pengaturan dan pengawasan bank (bersama dengan kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) ke dalam salah satu bagian dari keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang OJK sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 6 UU OJK. Padahal kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merupakan kegiatan keuangan yang bersumber dari pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 (yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam lingkup BAPEPAM-LK) sehingga nilai konstitusionalnya tidak setara dengan kegiatan perbankan.
Sifat OJK yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menimbulkan konsekuensi  terhadap  aplikasi  Bank  Sentral  II (dan  Bank  Sentral  III)  dan  siapa  yang akan mewakili Indonesia dalam forum Bank Sentral seluruh dunia. Secara fungsi dan kewenangan, Bank  Indonesia  sudah  tidak  memiliki  kelayakan  untuk  memerankan  diri  menjadi  wakil

Indonesia,  setelah  berlakunya  UU  OJK  ini.  Oleh  karena  itu  keberdaan  UU  OJK  harus ditindaklanjuti dengan adanya revisi atas UU BI.
Selain itu ketentuan Pasal 5 UU OJK yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” dapat menimbulkan konsekuensi adanya penumpukan kewenangan dalam satu tangan dimana OJK dapat (1) Menciptakan sistem dan regulasi, (2) Melaksanakan regulasi, (3) Mengawasi regulasi,  dan (4) Menjatuhkan  sanksi.  Penumpukan kewenangan dalam satu tangan/badan dapat menimbulkan potensi moral hazard, dimana kemudian OJK di-setting untuk independen sehingga pengambilan keputusan, kebijakan dan akuntabilitas organisasi menjadi sulit terkontrol.
Fungsi OJK yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UU OJK, merupakan upaya pemisahan  pengawasan   perbankan  dari  otoritas  moneter   yaitu  Bank   Indonesia,  dimana perubahan tersebut dapat menimbulkan instabilitas dan efektifitas Bank Indonesia dalam memastikan stabilitas keuangan. Meskipun terdapat protokol koordinasi yang mapan antara Bank Indonesia dan OJK dan salah satu anggota Dewan Komisioner OJK adalah ex officio Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan, namun penghapusan fungsi dan supervisi mikroprudensial perbankan berpotensi besar akan mempertajam konflik kepentingan kebijakan moneter perbankan dan menyisakan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tidak berdaya. Serangkaian fungsi OJK tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU OJK juga berpotensi untuk menjadi bias, karena tujuan dibentuknya lembaga OJK tidak tegas dan jelas.
Berbeda dengan Bank Indonesia yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, rumusan tujuan OJK terlalu umum dan tidak spesifik, dimana seharusnya OJK juga bertujuan untuk ikut serta menjaga stabilitas keuangan. Dalam UU OJK, disebutkan tujuan OJK agar seluruh kegiatan jasa keuangan (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Jika mendasarkan pada UUD 1945 hasil amandemen maupun UUD 1945 (asli) tidak pernah mengenal entitas lembaga yang mengatur sektor keuangan (sebagai industri jasa) sebagai

turunan dan operasional fungsi dan kewenangan Bank Sentral, dimana dengan kata lain lembaga/otoritas yang tersebut sama sekali tidak dikenal oleh konsitusi dan/atau memiliki aspek konstitusionalitas.   Hal   tersebut   dibuktikan   sendiri   oleh   UU   OJK   dengan   mendasarkan konsiderans UU OJK pada Pasal 33 UUD 1945 (lihat konsiderans “Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 UUD 1945”).
Dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, OJK dengan sengaja telah mereduksi fungsi dan kewenangannya dan/atau patut diduga memiliki disorientasi fungsi, dimana OJK dipaksa dan diarahkan untuk independen dan terpisah dari sistem besar ketatanegaraan yang tercantum dalam konstitusi. Selain beberapa pertimbangan di atas, tentang dampak/kerugian dengan  dibentuknya  OJK  adalah  bahwa  dalam  pendanaannya  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 37 UU OJK, OJK akan mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perusahaan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK, dimana pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK. OJK akan mengelola dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Jika dikaji berdasarkan nomenklatur APBN, penerimaan OJK ini akan ditempatkan sebagai apa? Jika memang akan ditempatkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka patut dipertanyakan sejauh mana Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) akan melakukan audit? Apalagi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. Terdapat celah yang sangat besar  terjadinya  penyimpangan  sebagaimana  dahulu  pernah  terjadi  pada  dana  non  budgeter Bulog.
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU OJK tersebut, dengan kata lain akan menimbulkan dampak: (a) Mengurangi kemandirian OJK, karena OJK merupakan badan publik dengan amanat yang diberikan oleh rakyat melalui DPR; (b) Sumber pendanaan dari jasa keuangan di pihak lain juga akan membalik akuntabilitas substantif OJK dari kepentingan publik dan konsumen kepada kepentingan industri jasa dan keuangan. Konstruksi pendanaan tersebut, bertumpu pada model dan  konsep  self  regulation,  dan  dengan  semakin  menguatnya  suara  dan  pengaruh  sektor keuangan dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, maka bahaya terjadinya pembajakan regulasi  (regulatory  capture)  oleh  elit-elit  keuangan  dominan  akan  menjadi  semakin  nyata,

dimana seharusnya pengaturan dan pengawasan memerlukan penilaian oleh para pengawas dan regulator yang bertindak secara fair.
Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka, dari sisi operasional OJK juga menyisakan beberapa lubang permasalahan. Dengan adanya OJK, konflik kepentingan mengenai kebijakan dan pengawasan jasa keuangan tidak berarti akan berhenti, hanya akan berpindah dari dalam  BI ke dalam  OJK atau antara OJK dan  BI.  Contoh  kasus  dalam  kasus  bank  gagal, meskipun acuan dan definisi bank gagal sama-sama antara berbagai lembaga (BI, OJK dan LPS), namun tindakan kepada bank tersebut kemungkinan akan bisa berbeda. Bisa saja satu pihak akan menutup,  pihak  lainnya  akan  menambahkan  modal.  Lagi-lagi  rakyat  sebagai  konsumen perbankan yang akan dirugikan dalam keadaan ini.
Dalam UU OJK juga tidak ada petunjuk atau arah yang jelas bahwa OJK harus memberikan sumbangan ke arah tercapainya fungsi intermediasi perbankan dan meningkatnya inklusi finansial di Indonesia. Kurang dari separuh penduduk memiliki tabungan, dengan kata lain  bagaimana  suku  bunga  perbankan  dan  efisiensi  perbankan  dapat  ditingkatkan  agar perbankan lebih mampu merangkul dan menyediakan akses finansial. Rakyat sebagai konsumen perbankan  tidak  memiliki  daya  tawar  apapun  terhadap  suku  bunga  perbankan  dan  akses finansial, sehingga selamanya rakyat sebagai konsumen perbankan akan menjadi obyek yang dieksploitasi.
Dari sisi akuntabilitas, OJK juga menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja OJK pada tiga tujuan substansinya, yaitu: (a) pencegahan krisis finansial, (b) pengurangan kejahatan finansial dan (c) perlindungan konsumen serta perlindungan dana konsumen. Selain itu dari sisi keterwakilan kepentingan publik di OJK juga perlu dipertanyakan, mengingat yang terpilih sebagai Dewan Komisioner berasal dari pelaku industri jasa keuangan. Dengan demikian bagaimana  memastikan  bahwa  mereka  dapat  menjadi  pengawas  dan  pengatur  jika  mereka berasal dari lembaga yang sama yang hendak diatur?
Kemudian hal lain yang akan menjadi permasalahan adalah kualitas informasi yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan. Sebagai contoh perbankan pada saat kredit macet tahun
1997, pengalaman BLBI menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perbankan ternyata

nilainya jauh sangat rendah dibanding dengan dana talangan yang diterima, sehingga negara dirugikan secara masif dan sangat besar. OJK hanya mengatur mengenai tata cara atau protokol koordinasi pada saat krisis, tetapi secara substansi seberapa banyak dana publik dan/atau APBN yang boleh dikucurkan masih belum diatur. Hal ini menimbulkan celah yang sangat besar bagi terulangnya kejahatan perbankan yang melibatkan kekuasaan/otoritas.
Sisi yang lain, untuk mendukung proses pembaharuan/pembangunan hukum, diperlukan hukum yang responsif. Hukum Responsif menurut Philip Nonet dan Philip Selznick adalah suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari  tetap  memperhatikan  keberadaan  kekuatan-kekuatan  baru  di  dalam  lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan  di antara keduanya. Lembaga responsif  menganggap  tekanan-tekanan  sosial  sebagai  sumber  pengetahuan  dan  kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan ke arah tujuan.
Secara garis besar, argumen yang dikemukakan Philip Nonet dan Philip Selznick adalah:
a. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
b. Tujuan  membuat  kewajiban  hukum  semakin  problematik,  sehingga  mengendurkan  klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik);
c. Karena  hukum  memiliki  keterbukaan  dan  fleksibilitas,  advokasi  hukum  memasuki  suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekeuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional.
d. Akhirnya, sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten11.
Berdasarkan pendapat Sudarto dan Moh. Mahfud MD, sebagaimana telah disebutkan di atas maka politik hukum di Indonesia yang meliputi kebijakan negara (garis) tentang hukum
yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara, yang
11  Philip Nonet dan Philip Selznick, 2011, Hukum Responsif, Cetakan ke VI, Bandung, Nusa
Media, hlm. 89.

didasarkan pada latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum dan penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan maka seyogyanya dikembalikan pada kompetensi peradilan masing-masing. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  berpendapat  bahwa  “di  dalam  lingkungan  yang  penuh tekanan,  otoritas  yang  berkelanjutan  dari  tujuan  hukum  dan  integritas  dari  tertib  hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten”.
Untuk  menjawab  permasalahan  kedua  tentang  pembaharuan  hukum  dalam pengembangan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU- XII/2014,  seyogyanya  beberapa  pasal  yang  telah  dimohonkan  judicial  review  seyogyanya ditinjau ulang dengan mendasarkan beberapa pertimbangan adanya pertentangan dengan Pasal
23 D dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan UU BI maka seharusnya perlu dikaji ulang untuk penyempurnaan dan sinkronisasi serta bersinerginya antar lembaga yang ada khususnya dalam penegakan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa antar lembaga OJK. Dengan kata lain sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga ekonomi dan penegak serta aparat penegak hukum sangat diperlukan.
D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian di atas maka simpulannya adalah bahwa efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan akad syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dengan menerapkan kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum (peraturannya), penegak hukumnya, fasilitas/sarana dam prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Agar OJK tetap berwibawa dalam mengakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di LKS harus menerapakan keempat cara mentaati hukum (coercieve, persuasion, pervasion  dan  compulsion)  serta  terus  berupaya  membangun  kesadaran  hukum  dengan melakukan edukasi kepada para pelaku bisnis syariah di LKS maupun kepada masyarakat pemerhati dan peminat bisnis syariah.  Pembaharuan hukum dalam pengembangan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah dengan menyempurnakan substansi isi dari UU OJK. Beberapa pasal dimaksud antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b, Pasal
37 Pasal 55, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK seharusnya dihapus atau direvisi dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsekuensinya beberapa

pasal tersebut nantinya setelah ada keputusan MK dihapus dan tidak mengikat. Perlu penyempurnaan dan sinkronisasi serta bersinergi antar lembaga yang ada khususnya dalam penegakan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa antar lembaga OJK.
Adapun saran penulis sebagai berikut selain proses yuridis yang dilakukan oleh MK, dengan adanya judicial review atas UU OJK ini seyogyanya dapat pula diresponse oleh lembaga OJK maupun BI dan Kementrian Keuangan untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan problematika yang ada dengan melakukan pembenahan kelembagaan secara internal, baik secara sosiologis dan mempertimbangkan dampak ekonomi maupun psikologi bagi para pengguna jasa OJK dan pemerhati lembaga keuangan di Indonesia. Untuk pembuatan peraturan perundang- undangan   di   masa   yang   akan   datang   seyogyanya   ada   tim   khusus   yang   melakukan pengintegrasian, harmonisasi antar peraturan perundangan yang ada dengan memperhatikan bahwa hukum termasuk produk hukum adalah suatu sistem yang seyogyanya tidak boleh ada ketumpangtindihan antara satu sama lain baik terkait struktur kelembagaan, produk yang dihasilkanya, substansi serta dampak terhadap budaya hukum yang akan berlaku di Indonesia.
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